UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hak asas manusa merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
maenusia, bersfa univeesd  dan langgeng, oleh kaena itu harus dilingdungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
Sgpapun;

b. bahwa untuk ikut serta memeihara perdamaan dunia dan menjamin peaksanaan hak
asss manusa serta memberi perlindungan, kepastian, keaedilan, dan perassan aman
kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak
Asas Manuda untuk menydesaikan peanggaran hak asad manuda yang berat sesua
dengan ketentuan Pasdl 104 ayat (1) Undang-undang No0.39 Tahun 1999 tentang Hak
Asad Manusa;

Cc. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asas Manusa untuk menydesaikan
peanggaan hak asad manusa yang bea tdah diupayakan oleh Pemerintah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-undang No.1 Tahun 1999
tentang Pengadilan Hak ASas Manusa yang dinila tidek memada, sehingga tidak
disstujui oleh Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesa menjadi  undang-
undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut
perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a b, dan ¢
perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asas Manusig;

Mengingat :

1. Pasal 5ayat (1) dan Pasa 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Rl Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor
147, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3879);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
RI Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886).

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasd 1

Ddam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Hak Asas Manusa addah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusa ssbaga makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerahrNya yang wgib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negarg,
hukum, pemerintah, dan setigp orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusa;

2. Pdanggaran Hak Asas Manusa yang berat addah pdanggaran hak asas manusa
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

3. Pengadilan Hak Asas Manusa yang sdanjutnya dissbut Pengadilan HAM addah
pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asas manusia yang berat.

4. Setigp orang addah orang perseorangan, kelompok orang, baik spil, militer, maupun
polis yang bertanggung jawab secaraindividud.

5. Penydidikan addah serangkaian tindakan penydidik untuk mencari dan menemukan
ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asas manuda
yang berat guna ditindeklanjuti dengan penyidikan sesua dengan ketentuan yang
diatur ddam Undang-undang ini.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
K edudukan

Pasa 2
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan
Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pesal 3
(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah
hukumnya mdiputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jekarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setigp
wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB Il
LINGKUP KEWENANGAN

Pesd 4
Pengadilan HAM betugas dan berwenang memeriksa dan  memutuskan perkara
pelanggaranhak asas manusiayang berat.

Pasad 5
Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara peanggaran hak
asas manusa yang bera yang dilakukan di luar batas teritorid wilayah negara Republik
Indonesia oleh warga negara Indonesia

Pasd 6
Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara peanggaran hak
asss manusa yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18
(delgpan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.



Pasad 7

Pelanggaran hak asas manusiayang berat mdiputi :

a

b.

kegahatan genosida;
ke ahatan terhadap kemanusian;

Pasal 8

Kgahatan genosda sebagaimana dimaksud ddam Pasad 7 huruf a addah setigp perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan aau memusnahkan sduruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a

b.

C.

d.

e.

membunuh anggota kelompok;

mengakibatkan penderitaan fisk dan mentd yang berat terhadap anggotaanggota
kel ompok;

menciptekan kondis kehidupan kelompok yang akan mengekibatkan kemusnahan
secarafisk bak sduruh atau sebagiannya;

memaksakan tindakan-tindskan yang bertuuan mencegah keahiran di  ddam
kelompok; atau

memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kgahatan terhadgp kemanusiaan sebagaimana dimaksud daam Pasa 7 huruf b addah
sdah sau pebuatan yang dilakukan sebaga bagian dari serangan yang meduas atau
ggematlk yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara  langsung
terhadap penduduk sipil, berupa:

a

b
C.
d.
e

pembunuhan;

. pemusnahan;

perbudakan;
pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisk lain secara sewenang-

wenang yang melanggar (asas-asa) ketentuan pokok hukum intemasiond;

Q

penyiksaan;

perkosaan, perbudakan seksud, peacuran secara paksa, pemaksaan  kehamilan,
pemandulan atau derilisas secara paksa atau bentuk-bentuk kekerassan seksud lain
yang setarg]

penganiayaan terhadap suatu kedompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras, kebangsaan, efnls budaya, agama, jenis kdamin atau
dasan lan yang tdah di,akui secaa universd sebaga hd yang dilarang menurut
hukum internesiond;

penghilangan orang secara paksa; atau

ke ahatan apartheid;

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Ddam hd tidak ditentukan lan ddam Undang-undang ini, hukum acara aas perkara
pelanggaran hak asas manusa yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara
pidana.



Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

(1) JBksa Agung sebaga  penyidik  berwenang  meakukan  penangkapan  untuk
kepentingan  penyidikan terhadep seseorang yang diduga keras meakukan
pelanggaran hak asas manusiayang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

(2) Pdaksanaan tugas penangkapan sebagamana dimaksud daam aya (1) dilakukan
oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka
surat  perintah  penangkapan yang mencantumkan identitas  tersangka  dengan
menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat
perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat yang dipersangkakan.

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) harus
diberikan kepada kel uarganya segera penangkapan dilakukan.

(4) Ddam hd tertangkep tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan
ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang
bukti yang ada kepada penyidik.

(5) Penangkapan sebagamana dimaksud daam ayat (2) dilakukan untuk paing lama 1
(satu) hari.

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12

(1) Jksa Agung sebaga penyidik dan penuntut umum berwenang meakukan penahanan
atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.

(2) Ha&kim Pengadilan HAM dengan penetgpannya berwenang melakukan penahanan
untuk kepentingan pemeriksaan di sdang pengadilan.

(3) Perintah penahanan aau penahanan lanjutan dilakukan terhadep tersangka atau
terdakwa yang diduga keras meakukan pelanggaran hak asas manusia yang berat
berdasarkan bukti yang cukup, dalam hd terdapat keadaan yang meni mmbulkan
kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mearikan diri, merussk atau
menghi- langkan barang bukti, dan aau mengulangi pelanggaran hak asas manuda
yang berat.

Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paing lama 90 (sembilan
puluh) hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
pding lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Keua Pengadilan HAM sesua dengan
daerah hukumnya

(3) Ddam ha jangka waktu sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) habis dan penyidikan
belum dapat disdesakan, maka penahanan dapat, diperpanjang paing lama & (enam
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesua dengan daerah hukumnya

Pasa 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paing lama 30 (tiga puluh)
hari.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
paing lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesua dengan daerah
hukumnya

(3) Ddam hd jangka waktu sebagamana dimaksud ddam aya (2) habis dan penuntutan
belum dapat disdesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paing lama 20 (dua
puluh) hari oleh Ketua Pengadlilan HAM sesua dengan daerah hukumnya



Pasa 15
(1) Penahanan untuk kepentingan pemerikssan di 9dang Pengadilan  HAM  dapat
dilakukan pding lama 90 (sembilan puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
pding lama 30 (tiga pulun) hai oleh Ketua Pengadilan HAM sesua dengan daerah
hukumnya.

Pasal 16
(1) Pendhanan untuk kepentingan pemerikssan banding di  Pengadilan Tinggl  dapat
dilakukan paing lama 60 (enam puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
pding lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggl sesua dengan daerah
hukumnya.

Pasal 17
(1) Penghanan untuk kepentingan pemeriksaan kasas di Mahkamah Agung dapat
dilakukan paing lama 60 (enam puluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
paing lama 30 (tiga puuh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat Penydidikan

Pasal 18
(1) Penydidikan terhadgp pelanggaran hak asas manusia yang berat dilakukan oleh
Komis Nasona Hak Asas Manusia
(2) Komis Nasond Hak Asas Manusa ddam meakukan penyelidikan sebagamana
dimaksud ddam aya (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komis
Nasiona Hak Asas Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19
(1) Ddam mdaksanakan penydidikan sebagamana dimeksud ddam  Pasa 18,
penydidik berwenang :

a. mdakukan penydidikan dan pemerikssan terhadep perisiwa yang timbul daam
masyarakatyang berdasarkan  sfat  aau  lingkupnya paut diduga terdapat
pelanggaran hak asas manusayang berd;

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang
terjadinya peanggaran hak asas manudsa yang berat, serta mencari keterangan
dan barang bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihek yang diadukan untuk diminta dan
didengar keterangannya;

d. memanggil saks untuk diminta dan didengar kessksannya;

e. meninau dan mengumpulkan keterangan di tempat kgadian dan tempa lannya
yang dianggep perlu;

f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis  atau
menyerahkan dokumen yang diperlukan sesual dengan adinya

g. aas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1). pemeriksaan surat;

2). penggeledahan dan penyitaan,

3). pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,

4). bangunan, dan tempat2 lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;

5). mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penydidikan.

(2) Ddam hd penydidik mula meakukan penydidikan suau perigiwa yang diduga

merupakan peanggaran hak asad manusa yang berat penydidik memberitahukan ha
itu kepada penyidik.



Pasa 20

(1) Ddam hd Komis Nasond Hak Asas Manusa berpendapat bahwa terdapat bukti
permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa peanggaran hak asas manuda yang
berat, maka kesmpulan hasil penydlidikan disampaikan kepada penyidik.

(2) Pding lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesmpulan hasl penydidikan disampaikan,
Komis Nasond Hak Asas Manusa menyerahkan sduruh hasl penydidikan kepada
penyidik.

(3) Ddam hd penyidik berpendapat bahwa hasl penydidikan sebagamana dimaksud
ddam aya (2) mash kurang lengkgp, penyidik segera mengembaikan hasl
penydlidikan tersebut kepada penyidik diserta petunjuk untuk dilengkapi dan dadam
waktu 3) (tiga puluh) hai sgak tanggd diterimanya hasl penydidikan, penydidik
wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kdima
Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asas manuda yang berat dilakukan oleh Jeksa
Agung.

(2) Penyidiken sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) tidek termasuk kewenangan
menerima lgporan aau pengaduan,

(3) Ddam peaksanaan tugas sebagamana dimaksud ddam ayat (1) Jeksa Agung dapat
mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat.

(4) Sebdlum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucepkan sumpah aau janji
menurut agamanya masing2.

(5) Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat :
a waganegaaRl;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan pding tinggi 65 (enam

puluh lima) tahun;

C. bependidkan sajana hukum aau sajana lan yang mempunya  keshlian

dibidang hukumi

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidek tercela;

setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asas manusa
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Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 21 ayat (1) dan (3) wagib disdesakan
pding lamba 90 (sembilan puluh) hari terhitung sgak tanggd hesl penydidikan
diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu
pding lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesua dengan
daerah hukumnya.

(3) Ddam hd jangka waktu sebagaimana dimaksud ddam aya (2) habis dan penyidikan
belum dapat disdesakan, penyidikan dapat diperpanjang paing lama 60 (enam
puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

(4) Apabila ddam jangka waktu sebagaimana dimaksud daam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dari hasll penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wagib dikeuarkan
surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung.

(5) Setdlah aurat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat
dibuka kembdi dan dilanjutkan apabila terdapat dasan dan bukti lan yang
melengkapi has| penyidikan untuk dilakukan penuntutan.

(6) Ddam ha penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidek dapat
diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, kedluarga sedarah atau semenda
ddam gais lurus ke atas aau ke bawah sampa dengan dergat ketiga, berhak
menggjukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah



hukumnya dan sesua dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Bagian Keenam
Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat dilakukan oleh Jeksa
Agung.

(2) Ddam pdaksanaan tugas sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) Jeksa Agung dapat
mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri aas unsur pemeintah dan aau
masyarakat.

(3) Sebdum meaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucgpkan sumpah atau
janji menurut agamanya masing-masing.

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat :

a WaganegaaRl;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan pding tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun;

berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagal penuntut umum;

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidak tercela;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asas manusa
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Pasal 24
Penuntutan sebagaimana dimeksud daam Pasd 23 ayat (1) dan ayat (2) waib
dilaksanakan pding lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sgak tanggd hasl penyidikan
diterima

Pasal 25
Komis Nasond Hak Asas Manuda sewektu-waktu dagpat meminta keterangan secara
tertulis kepada Jaksa Agung mengena perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara
pelanggaran hak asas manusiayang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26
Sumpah penyidik dan Jeksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pesal
21 ayat (4) dan Pasd 23 ayat (3), lafdnya berbunyi sebagai berikut :
"Saya bersumpahv/berjanji dengan sungguh2 bahwa saya untuk meaksanakan tugas ini,
langsung aau tidek langsung, dengan menggunakan nama aau cara apgpun juga, tidak
memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada sigpapun juga’.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk meakukan aau tidak melakukan sesuatu
ddam tugas ini, tidek sekdi-kai akan meneima langsung atau tidek langsung dari
Sgpapun juga suau janji atau pemberian”.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamakan Pancasila sebagal dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesid’.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjadankan tugas ini dengan jujur,
seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung
tinggl etika profes ddam mdaksanakan kewgiban saya ini dengan sebak-baiknya dan
seedil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur daam
menegakkan hukum dan keedilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan



Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 4.

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asas manusa yang bera sebagamana
dimeksud ddam aya (1) dilekukan oleh mgdis hakim Pengadilan HAM yang
berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM
yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Mgdis hakim sebagamana dimeksud ddam aya (2) diketua oleh hakim dari
Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28
(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presden sdaku Kepada Negara atas
usul Ketua Mahkamah Agung.
(2) Jumlah hekim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12
(duabelas) orang.
(3) H&kim ad hoc diangkat untuk sdama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembdi
untuk 1 (satu) kai masajabatan.

Paragraf 2
Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:
1. warganegaraRl;
2. bertagwakepada Tuhan Yang Maha Esg;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paing tinggi 65 (enam
puluh lima) tahun;
berpendidikan sajana hukum aau sajana lan yang mempunya keshlian di bidang
hukunm;
sehat jasmani dan rohani;
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakukan tidek tercela;
setia kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945; dan
memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asas manusia
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Pasal 30
Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud. ddam Pasd 28 ayat (1) sebelum
melaksanakan tugasnya wgib mengucgpkan sumpah sesua dengan agamanya masing2
yang lafanya berbunyi sebagal berikut :
"Saya bersumpahvberjanji dengan sungguh2 bahwa saya untuk melaksanakan tuges ini,
langung atau tidek langsung, dengan menggunakan nama aau cara gogpun juga, tidak
akan memberikan atau menjanjikan sesuatu gpapun kepada Sigpapun juga’.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidek melakukan sesuatu
ddam tugas ini, tidek sekdi-kdi akan meneima langsung aau tidek langsung dari
Sapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta
mengamakan Pancasla sebaga dasar negara, Undang-Undang pasar 1945, serta
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesa’.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjdankan tugas ini dengan jujur,
seksama, dan obyektif dengan tidek membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung
tinggl etika profes daam meaksanakan kewgiban saya ini dengan sebak-baiknya dan
seedil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur daam
menegakkan hukum dan keedilan".



Paragraf 3
Acara Pemeriksaan

Pasal 31
Perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
HAM ddam waktu pding 180 (seratus dedapan puluh) hari terhitung sgak perkara
dilimpahkanke Pengadilan HAM.

Pasal 32"

(1) Dadam ha perkara pdanggaran hak asas manusia yang berat dimohonkan banding ke
Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus daam waktu paing
lana 90 (sembilan puluh) hari terhitung sgak perkara dilimpahkan ke Pengadilan
Tingg.

(2) Pemeriksaan perkara sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan oleh mgelis
hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri aas 2 (dua) orang hakim Pengadilan
Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi seébagamana dimeksud ddam ayat (2)
sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasd 29, dan
Pasd 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Ddam hd perkara pelanggaran hak asas manuda yang berat dimohonkan kasas ke
Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus ddam waktu paing lama
90 (sembilan puluh) hari terhitung sgak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung.

(2) Pemeriksaan perkara sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan oleh mageis
hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3
(tiga) orang hakim ad hoc.

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagamana dimeksud ddam aya (2)
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

(4) Ha&kim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presden sdaku Kepala Negara
atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaeksud ddam aya (4)diangkat untuk satu kai masa
jabatan sdlama 5 (lima) tahun.

(6) Untuk dapatdiangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi
gyad :

warganegaraRI;

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;

berpendidikan sajana hukum aau sajana lan yang rnempunya  keshlian di

bidang hukum.

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkel akukan tidak tercela;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asas manusa

op oo

;TQ ™o

BABV
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34



(1) Setigp korban dan saks ddam pelanggaran hak asas manusia yang berat berhak atas
perlindungan fisk dan mentd dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari
pihak manapun.

(2) Perlindungan sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) wagib dilaksanakan oleh aparat
penegak hukum dan gparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenal tata cara perlindungan terhadap korban dan saks diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUS, DAN REHABILITAS

Pasal 35
(1) Setigp korban dan saks ddam pelanggaran hak asad manusia yang berat dan atau
ahli warisnya dapat memperoleh kompensag, restitug, dan rehabilites.
(2) Kompensad, reditud, dan rehabilites sebagamana dimeksud ddam aya (1)
dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
(3) Ketentuan mengenal  kompensas, reditud, dan rehabilited diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36
Setigp orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud daam Pasd 8 huruf a b,
C, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup aau pidana
penjara paing lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling sngkat 10 (sspuluh) tahun.

Pasa 37
Setigp orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 9 huruf a, b,
d, e dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara pading lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling sngkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38
Setigp orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud daam Pasa 9 huruf c,
dipidana dengan pidana penjara pding lama 15 (lima bdas) tahun dan pding sngkat 5
(lima) tahun.

Pasal 39
Setigp orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud ddam Pasd 9 huruf f,
dipidana dengan pidana penjara pding lama 15 (lima beas) tahun dan paing singkat 5
(lima) tahun.

Pasal 40
Setigp orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud daam Pasal 9 huruf g, h,
dau i1 dipidana dengan pidana penjara pding lama 20 (dua puluh) tahun dan pding
sngkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasa 41
Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran
sebagaimana dimaksud daam Pasal13 atau Pasd 9 dipidana dengan pidana yang sama
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 36, Pasd 37, Pasad 38, Pasd 39,
dan Pasal 40.

Pasa 42
(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebaga komandan
militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dadam
yurisdiks Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah



komando dan pengenddiannya yang efektif, aau di bawah kekuassan dan pengen

dadiannya yang efektif dan tindek pidana tersebut merupakan akibat dari tidak

dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu

a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat
itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang meakukan atau baru
sga meakukan pelanggaran hak asas manusiayang berat; dan

b. komandan militer atau seseorang tersebut tidek meakukan tindakan yang layak
dan dipedukan ddam ruang lingkup kekuassannya untuk mencegah atau
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat
yang berwenang untuk dilakukan penydidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, bak polis maupun spil lainnya, bertanggung jawab secara pidana
terhadap pelanggaran hak asas manuda yang berat yang dilakukan oleh bawahannya
yang berada di bawah kekuasaan dan pengenddiannya yang efektif, karena atasan
tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar,
yatu:

a dasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informes yang secara
jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang meakukan aau baru sga melakukan
pelanggaran hak asas manusiayang berat; dan

b. aasan tersebut tidek mengambil tindekan yang layak dan diperlukan daam ruang
lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut
atau menyerahkan pelakunya kepada pgabat yang berwenang untuk dilakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana
yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasa 36, Pasd 37, Pasd 38, Pasal 39, dan
Pasal 40.

BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pdanggaran hak asas manusia yang berat yang terjadi sebedum  diundangkannya
Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc.

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimeksud daam ayat (1) dibentuk atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa berdasarkan peristiwa tertentu dengan
Keputusan Presiden.

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan
Peradilan Umum.

Pasal 44
Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesua dengan
ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mula berlaku Pengadilan HAM
sebagamana dimaksud dalam Pasd 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan,
dan Makassar.
(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud daam ayat (1) berada pada

Pengadilan Negeri di :

a Jakata Pusat yang meiputi Daerah Khusus Ibukota Jekarta, Proving Jawa Barat,
Banten, Sumaera Sdaan, Lampung, Bengkulu, Kdimantan Bara, dan
Kdimantan Tengah,

b. Surabaya yang mdiputi Provind Jawa Timur, Java Tengah, Dagrah Idimewa
Yogyakata, Bdi, Kdimantan Sdatan, Kdimantan Timur, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur;



C. Makassy yang mdiputi Proving Sulawes Sdatan, Sulawes Tenggara, Sulawes
Tengah, Sulawes Utara, Mauku, Mauku Utara, dan Irian Jaya;

d. Medan yang mdiputi Provind Sumatera Utara, Daerah Idimewa Aceh, Riau,
Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Untuk pelanggaran hak asas manugia yang berat sebagaimana dimaksud ddam Undang-
undang ini tidak berlaku ketentuan mengena kadauarsa.

Pasal 47
(1) Pdanggaran hak asas manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
undang ini tidak menutup kemungkinan penydesaannya dilakukan oleh Komis
kebenaran dan Rekonglias.
(2) Komis kebenaran dan Rekonglias sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dibentuk
dengan Undang-undang.

Pasal 48
Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan peanggaran hak asad manusia yang berat
yang sudah aau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asas Manusa tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49
Ketentuan mengena  kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan  Perwira
Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasd 74 dan Pasd 123 Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatekan tidak berlaku ddam
pemeriksaan pelanggaran hak asas manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asas Manusia (Lembaran Negara
Rl Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Undang-undang ini mula berlaku pada tanggd diundangkan. Agar setigp  orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tangga 23 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jekarta
pada tanggal 23 November 2000
SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

UM UM

Bahwa hak asas manusa yang tercantum ddam Undang- undang Dasar 1945,

Deklaas Universd tentang Hak Asas Manusia, Ketetgpan MPR-RI Nomor

XVII/IMPR/1998 tentang Hak Asas Manusia, dan Undang-undang No.39 Tahun 1999

tentang Hak Asaes Manusa harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

sesua dengan fdsafah yang terkandung ddam Pancasla dan Undang-Undang Dasar

1945 dan asas-asas hukum internasiond.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asas Manusia menugaskan

kepada lembaga2 tinggi negara dan sduruh gparatur pemerintah untuk menghormati,

menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengena hak asas manusia kepada
sdurun masyarakat serta segera merdtifikes berbaga insrumen Perserikatan Bangsa

Bangsa tentang Hak Asas Manusa segpanjang tidak bertentangan dengan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadep hak asas manusa dapa  dilakukan medui

pembentukan Komis Nasond HakAsas Manusa dan Pengadilan HAM sata

Komis Kebenaran dan Rekonsilias.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang

Hak Asas Manusa tersebut, tdah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asas Manusa Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan

perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesa sebaga anggota Perserikatan Bangsa

Bangsa Di samping ha tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asas

Manuga juga mengandung suatu mis mengemban tanggung jawab mord dan hukum

dadam menjunjung tinggi dan meaksanakan Deklaras Universd Hak Asas Manuda

yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai
indrumen hukum lainnya yang mengatur hak assd manuda yang tdah disshkan dan
atau diterima oleh negaraRI.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, bak ditinjau dari kepentingan nesond

maupun dari  kepentingan internasond, maka untuk menyelesakan masdah

peanggaan hek asad manusa yang berat dan mengembaikan keamanan dan
perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asas Manusa yang
merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asas manusayang berd.

Untuk meredisaskan terwujudnya Pengadilan HakAsas Manusa tersebut, perlu

dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asas Manusa

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asas Manusia adaah

sebagamana tercantum dalam ketentuan Pasd 104 ayat (1) Undang-undang Nomor39

Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asas Manusia diharapkan dagpat melindungi

hak asas manusia, bak perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar daam

penegekan, kepastian hukum, keedilan, dan perasaan aman bak bagi perorangan
maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asas manusiayang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asas Manudsa didasarkan

pada pertimbangan sebagal berikut :

1. Pdanggaran hak asas manusa yang berat merupakan “"extra ordinary crimes’
dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasiona dan
bukan merupakan tindak pidana yang diaur di ddam Kitab Undang-undang
Hukum Pdana seta menimbulkan kerugian bak materiil maupun  immateiil
yang mengakibatkan perassan tidek aman bak terhadap perseorangan maupun
masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan ddam mewujudkan  supremas
hukum untuk mencepa  kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan
kesgjahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



2. Terhadap perkara pelanggaran hak asas manusia yang berat diperlukan langkah2
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersfat khusus.
Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asas manusiayang berat adaah:

a. dipelukan penyeidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc,
penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;

b. diperlukan penegasan bahwa penydidiken hanya dilakukan oleh Komig
Nasonad Hak Asas Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima
laporan atau pengaduan sebagaimana diatur ddam  Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidang;

c. diperlukan ketentuan mengena tenggang wektu tertentu untuk meakukan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;

d. diperlukan ketentuan mengena perlindungan korban dan saks;

e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidek ada kadduarsa bagi pelanggaran
hak asas manusayang berat.

Mengena pelanggaran hak asas manusia yang berat seperti genosda dan kegahatan
terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasond dapat digunakan asas
retroaktif, diberlakukan pasd mengenai kewgjiban untuk tunduk kepada pembatasan
yang ditetgpkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasd 28 ayat J
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
"Dadam menjdankan hak dan kebebasannya setigp orang wgib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan meksud sematamata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lan
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesua dengan petimbangan mord, nilai2
agama, keamanan, dan ketertiban umum daam sualu masyarakat demokratis’.
Dengan ungkgpan lan asas retroaktif dapat diberlakukan ddam rangka meildungi
hak asas manusia itu sendiri berdasarkan Pasd 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar
1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan
HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asas manusia
yang beat yang tejadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan
HAM ad hoc dibentuk aas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan perisiwa
tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.
Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga
keberadaan Komis Kebenaran dan Rekongdlias sebagamana dimeksud daam
Ketetapan MPR-RI  Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan
Kesatuan Nasonad. Komis Kebenaran dan Rekonslias yang akan dibentuk dengan
Undang-undang dimeksudkan sebagal lembaga eksra-yudicid yang ditetapkan
dengan Undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran  dengan
mengungkapkan penyalahgunaan kekuassan dan pelanggaran hak asas manusia pada
masa lampau, sesua dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku
dan meaksanakan rekons ilias daam perspektif kepentingan bersama  sebagal
bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s.d. 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus’ ddam ketentuan ini addah termasuk
menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensad, regtitus dan rehabilited sesua
dengan peraturan perun- dang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan ddam pasd ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang
melakukan pelanggaran hak asas mauda yang berat yang dilakukan di luar batas
teritorial, daam ati tetap dihukum sesua dengan Undang-undang tentang Pengadilan
Hak Asas Manusaini.

Pasal 6

Seseorang berumur dibawah.18 (delgpan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak
asas manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.



Pasd 7

"Kgahatan genosda dan kgahatan terhadep kemanusiaan” ddam ketentuan ini sesua
dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “"anggota kelompok®” addah seorang aau lebih  anggota
kelompok.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Yang d maksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk
gpil addah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organises.
Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan’ addah sebagamana tercantum dadam Pasd 340
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan” mdiputi  pebuatan  yang  menimbulkan
penderitaan yang dilakukan dengan sengga antara lain berupa perbuatan menghambeat
pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada
sebagian penduduk.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “perbudakan” daam ketentuan ini termasuk  perdagangan
manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “"pengusiran atau pemindahan penduduk secara peksa’ adaah
pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan
yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggd secara sah, tanpa didasari dasan
yang diijinkan oleh hukum internasiond.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf

Yang dimeksud dengan "penyikssan” dadam ketentuan ini addah dengan sengga dan
melawvan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaen yang berat, bak fisk dan
menta, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimeksud dengan “"penghilangan orang secara paksa’  yakni  penangkapan,
penahanan, atau penculikan seseorang oleh aau dengan kuasa, dukungan atau
persetujuan dari negara atau kebijakan organisad, diikuti oleh penolakan untuk mengakui
perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informes tentang nesib atau
keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk meepaskan dari perlindungan hukum
dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf

Yang dimaksud dengan "kgahatan agpatheid” addah perbuatan tidak manusawi dengan
dgfat yang sama dengan dfat-sfa yang dissbutkan dalam Pasd 8 yang dilakukan dalam
konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominas oleh suatu kelompok



rasd atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan

maksud mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayét (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" addah daam waktu 24 (dua pulun empat) jam

terhitung sgak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12 s.d. 17

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewenangan penydidikan hanya dilakukan oleh Komis Nasond Hak Asas Manusa

dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komis

Nasional Hak Asas Manusia addah lembaga yang bersfat independen.

Ayét (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarekat" adaah tokoh dan anggota masyarakat yang

profesond, berdedikas, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asas

manusa

Pasal 19

Pdaksanaan "penydidikan" ddam ketentuan ini  dimaksudkan sebaga  rangkaian

tindakan Komis Nasond Hak Asas Manusa ddam lingkup projustisa.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima’ addah menerima, mendaftar, dan mencatat Igporan

atau pengaduan tentang telah terjadinya pdanggaran hak asad manusa yang berat, dan

dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf csd. f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik” addah perintah tertulis yang dikduarkan

penyidik atas permintaan penyelidik dan penyidik segera mengeuarkan surat perintah

seteleh menerima permintaan dari penydidik.

Angkal)

Cukup jelas

Angka 2)

"Penggeledahan” dadam ketentuan ini mdiputi penggeledahan badan dan aau rumah.

Angka 3) dan 4)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Aya (1)

- Ddam ketentuan ini yang dimeksud dengan "bukti permulaan yang cukup' addah
bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena



perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebaga
pelaku pelangga- ran hak asas manusia yang berdat.

- Ddam penydidikan tetgp dihormati asas praduga tek bersdah sehingga hesl
penydidikan bersfat tertutup (tidek disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama2
yang diduga melanggar hak asad manuga yang berat sesua dengan ketentuan Pasd
92 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia

- Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti” adaah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Ddam keentuan ini yang dimaksud dengan “"kurang lengkep' addah bdum cukup

memenuhi unsur pelanggaran hak asas manuda yang berat untuk dilanjutkan ke tahep

penyidikan.

Pasal 21

Ayat (1) sd. (2

Cukup jelas

Aya (3)

Ddam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" addah terdiri dari organisas

politik, organisss kemasyarakatan, lembaga sSwadaya masyarakat, atau lembaga

kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata "dgpat" ddam ketentuan ini dimaksudkan agar Jeksa Agung ddam mengangkat

penyidik ad hoc dilakukan sesua dengan kebutuhan.

Ayat (4) dan (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarekat diutamakan diambil dari mantan penuntut

umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas

Pasal 24 dan 25

Cukup jelas

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucgpkan kata-kata tertentu sesua dengan agama

medang-masng, misanya untuk penganut agama Idam "Demi  Allah" sébdum lafd

sumpah dan untuk agama Krigen/Katolik kata? "Kiranya Tuhan akan menolong sayd'
sesudah lafa sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasd 4.

Aya (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar mgelis hakim sdlau berjumlah ganjil.

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

"Hakim ad hoc' addah hekim yang diangkat dari luar hekim karier yang memenuhi

persyaratan profesonal, berdedikes dan berintegritas tinggi, menghayeti cita-cita negara

hukum dan negara kesgahteraan yang berintikan keedilan, memahami dan menghormati
hak asas manusia dan kewgjiban dasar manusa.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas



Pasal 29

Angkalsd. 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keghlian di bidang hukum" addah antara lan sajana syariah
atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi 1Imu Kepolisan.
Angka5sd. 8

Cukup jelas

Pasal 30

Lihat Penjelasan Pasal 26
Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayét (5)

Cukup jelas

Ayt (6)

Huruf asd. c

Cukup jelas

Huruf d

Lihat penjelasan Pasdl 29 Angka 4
Huruf esd. h

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “kompensas” addah ganti kerugian yang diberikan oleh
negara, karena peaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang
menjadi tanggung jawabnya

Yang dimaksud dengan .redtitus” addah ganti kerugian yang diberiken kepada
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Regtitus berupa:

a. pengembdian hartamilik;

b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; aau

C. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Yang dimeksud dengan "rehabilitas” addah, pemulihan pada kedudukan semula,
misa nya kehormatan, nama balk, jabatan, atau hak2 lain.

Pasal 36 s.d. 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" addah agpabila 2 (dua ) orang atau lebih
sepakat akan melakukan pelanggaran hak asas manusiayang berat.
Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



Dadam hd Dewan Pewakilan Rekyat RI mengusulkan dibentuknya Pengedilan HAM ad
hoc, Dewan Pewakilan Rekyat Rl mendasarkan pada dugaan tdah terjadinya
pelanggaran hak asad manuda yang berat yang dibatas pada locus dan tempos ddlicti
tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44 s.d. 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ketentuan ddam Pasa ini dimeksudkan untuk memberikan dternaif penyelesaian
pelanggaran hak asas manusia yang berat, dilakukan di luar pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ddam ketentuan ini dimeksudkan hanya berlaku untuk peanggaran hak asas manuda
yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi sapa sgabak spil maupun militer.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas
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